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Dipimpin oleh Dr. Syahganda Nainggolan dan didukung oleh para aktivis lintas generasi, 
lembaga ini hadir untuk menjawab tantangan kebangsaan melalui pendekatan riset yang 
progresif, ilmiah, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Nama “GREAT” bukan sekadar simbol keagungan. GREAT adalah akronim dari Global 
Research on Economics, Advance Technology and Politics—pilar-pilar utama yang 
menjadi fondasi kajian kami. Dalam konteks dunia yang kian kompleks dan seringkali 
bias kepentingan, GREAT Institute memposisikan diri sebagai mitra kritis bagi para 
pemangku kebijakan, media, kalangan kampus, pelaku industri, serta rakyat yang 
mendambakan arah pembangunan yang adil, rasional, dan berbasis data.

Peluncuran ini bukan sekadar seremoni. Peluncuran GREAT adalah pernyataan sikap, 
bahwa gagasan harus kembali memimpin arah bangsa. Bahwa kebijakan publik harus 
kembali tunduk pada argumentasi ilmiah, bukan tekanan oligarki. Bahwa pembangunan 
Indonesia harus kembali berpihak pada kemanusiaan, bukan hanya pada statistik 
pertumbuhan.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi formal, kami percaya bahwa 
peran think tank independen sangat krusial. GREAT Institute hadir untuk menyuarakan 
suara yang sering dilupakan: suara nalar, suara rakyat, dan suara masa depan. Kami 
tidak hanya mengkaji, tapi juga terlibat. Tidak hanya menyusun policy brief, tapi juga 
terjun membangun jejaring—dari lokal hingga internasional.

Akhir kata, kami mengajak semua pihak—baik akademisi, aktivis, birokrat, jurnalis, 
maupun masyarakat luas—untuk bersinergi dengan kami. Mari menjadikan akal sehat 
dan keberanian moral sebagai kompas pembangunan bangsa.

Salam hangat dan penuh harap!

Sekapur Sirih 
Dengan rasa syukur dan penuh semangat, kami meluncurkan 
GREAT Institute—sebuah lembaga think tank pendorong kema-
juan  pemikiran yang lahir dari denyut sejarah pergerakan, teru-
tama semangat reformasi 1998 yang hingga kini masih menyala 
dalam dada para pendirinya.

iii

SEKAPUR SIRIH



GREAT Institute 2025



Global Research on Economics, Advance Tecnology, and Politics

vii

Sambutan
Ketua Dewan Direktur
Kita hidup di zaman ketika suara akal sehat kerap dikalahkan 
oleh kebisingan propaganda, dan kebenaran dibungkam oleh 
kepentingan yang menyaru sebagai pembangunan. Indonesia 
berjalan cepat, namun arah tujuannya sempat kabur. Negara ini 
membangun jalan tol ke mana-mana, tetapi kehilangan peta nilai 
keadilan yang seharusnya menjadi kompasnya.

Dalam situasi seperti itulah GREAT Institute lahir. Bukan sebagai pelengkap formalitas 
demokrasi, melainkan sebagai ruang perlawanan intelektual. Sebuah rumah bagi nalar yang 
tak sudi tunduk pada kekuasaan yang memiskinkan pikiran.

Kami percaya, bangsa ini tak kekurangan sumber daya, tapi kehausan pada keberanian 
berpikir jernih. Tak kurang orang pintar, tapi langka yang berani merdeka dari ilusi kuasa dan 
kapital.

Kata GREAT bukan hanya soal akronim: Global Research on Economics, Advance Technology 
and Politics. GREAT adalah pilihan untuk tetap berdiri tegak ketika banyak yang memilih 
diam. Untuk tetap berpikir merdeka ketika tafsir kebenaran dimonopoli. Untuk tetap menulis, 
meneliti, dan menyebarkan ide, ketika ruang publik dibanjiri disinformasi.

Kami sadar, ini bukan jalan mudah. Tetapi seperti kata Sutan Sjahrir: “Hidup yang tidak 
dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.” Dan kehendak kami jelas—membela rakyat 
dengan akal, membangun negeri dengan gagasan, bukan basa-basi kekuasaan.

Terima kasih kepada semua yang percaya bahwa pikiran masih punya tempat di republik ini.

Dr. Syahganda Nainggolan
Ketua Dewan Direktur

SAMBUTAN
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Sambutan
Ketua Dewan Penasihat
Dalam sejarah panjang bangsa ini, kerap kali keputusan penting 
diambil bukan karena kejernihan nalar, tapi karena desakan kua-
sa, tekanan asing, atau godaan sesaat. Itulah sebabnya negeri 
ini terus membangun, tapi tak pernah betul-betul utuh menjadi 
rumah yang adil bagi seluruh rakyatnya.

Di titik inilah kita membutuhkan thinktank—bukan sekadar sebagai pelengkap lembaga 
negara atau penyemarak diskusi publik, tetapi sebagai penjaga akal sehat republik. Se-
buah ruang yang bersedia bertanya ketika banyak pihak memilih hanya membenarkan. 
Sebuah tempat yang berani berpikir panjang, ketika kekuasaan terlalu sibuk mengejar 
yang instan.

GREAT Institute lahir bukan dari rasa puas, tapi dari keresahan. Dari keyakinan bahwa 
pembangunan tanpa arah nilai hanya akan melahirkan kesenjangan. Kita tahu, seperti 
kata Vaclav Havel, “The salvation of this human world lies nowhere else than in the human 
heart, in the human responsibility.” Dan tanggung jawab itulah yang kini kami emban: 
menghadirkan riset yang jujur, ide yang strategis, serta keberanian untuk berkata apa 
adanya.

Saya percaya, jika bangsa ini ingin melangkah maju, maka pemerintah—siapa pun pe
mimpinnya—harus mau mendengar suara yang tak tunduk, tapi tulus. Suara yang tak 
menawarkan basa-basi, melainkan gagasan yang lahir dari nurani dan akal sehat.

Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membidani lahirnya GREAT Institute. Se-
moga rumah pikiran ini menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan panjang kita menuju 
Indonesia yang lebih merdeka—secara ekonomi, teknologi, dan politik.

Moh Jumhur Hidayat
Ketua Dewan Penasihat
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FOCUS GROUP DISCUSSION

Senin, 27 Januari 2025

Jumat, 7 Februari 2025

Jumat, 7 Februari 2025

Diskusi dengan Hatta Rajasa (Menkoperekonomian RI 2009 - 2014) tentang 
Pertumbuhan Ekonomi, Energi dan Pertambangan (Windfall tax dan DMO).

Diskusi dengan Anthony Budiawan (Ekonom Erasmus University) membahas 
soal ketahanan moneter, penguatan nilai tukar dan Devisa Hasil Ekspor. Selain itu 
membahas terjadinya crowding out effect yang ditimbulkan oleh perebutan Dana 
antara surat utang Pemerintah dan BI.

Audiensi dengan Prof Brian, Mendiktisaintek terkait pendidikan tinggi.

Para pendiri GREAT Institute dengan Bpk Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2009-
2014 (kanan)
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Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kiri), Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute 
(tengah), dan Anthony Budiawan, Ekonom Erasmus University (kanan).

Audiensi dengan Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (tengah), Fandi Wijaya, pendiri GREAT Institute 
(kiri), dan Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kanan).

FOCUS GROUP DISCUSSION
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FOCUS GROUP DISCUSSION

Rabu, 12 Februari 2025

FGD membahas hubungan Indonesia dan 
Turki, Pertemuan Prabowo dan Erdogan. 
Pembahas Jumhur Hidayat, Nurhayati As-
segaf (ex Ketua BKSAP), Zarmansyah (Pen-
gamat dan Alumni Turki), Rizal (Pengamat 
Pertahanan Lesperssi dan Teguh Santosa 
(Pengamat Hubungan Internasional) meng-
hasilkan tesis penguatan hubungan Indone-
sia dan Turki bagus secara politik melalui D8 
dan OKI serta melalui ekonomi melalui MIK-
TA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Tur-
ki dan Australia) sebuah organisasi ekonomi 
negara-negara menengah lintas benua.

FGD dengan Bakir Pasaman (Ex Direktur Utama 
Pupuk Indonesia) dan Anthony Budiawan (Ekonom 
Erasmus Huis) membahas ketahanan Pangan 
melalui program Makmur yaitu pembangunan eko-
sistem Pangan dari Hulu ke hilir yang telah dijalankan 
oleh Kementerian BUMN. Program ini berhasil dalam 
meningkatkan produktivitas lahan sehingga perlu 
diperluas dan diperkuat.
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Jumat, 21 Februari 2025

FGD membahas tesis Pemikir Perancis Louis Althusser bersama Andi Hakim (Ideolog KAHMI Jawa Barat) dan 
Ade Adam Nuh (Pensiunan ASN Senior/Dewan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi). Untuk mendukung 
target Pemerintahan Prabowo yang tinggi dalam waktu yang tidak terlalu panjang dibutuhkan model birokrasi 
yang ideologis sesuai tesis Althusser, Weberian (netral tak berpihak) atau entrepreneur birokrat. Kesimpulan 
diskusi ialah dibutuhkan birokrasi yang bersifat ideologis, kompeten dan profesional dalam mendukung pelak-
sanaan ide dan arahan dari Presiden Prabowo.

FGD dengan Hatta Rajasa (Menkoperekonomian 2009-2014) membahas proses perencanaan dalam pemba-
ngunan. Ketika periode tersebut menggunakan MP3EI. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. 
Selain perencanaan yang baik, untuk menbawa investasi asing masuk dengan menjaga kepastian hukum dan 
mengurangi korupsi. Ini penting di mata asing, karena investor besar yang masuk rata-rata merupakan emiten 
besar di negara nya dan mempunyai tata kelola korporasi yang harus dijaga.

FOCUS GROUP DISCUSSION
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DIPLOMASI PRABOWO, 
MIMPI GLOBAL SOUTH, 
DAN PENTINGNYA 
KOMUNIKASI POLITIK

Pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di sebuah ruang bersahaja 
itu tensi intelektual mengalir deras. Para ilmuwan, diplomat, dan analis 
kebijakan luar negeri berkumpul dalam sebuah diskusi bertajuk “Mencermati 
Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki.”

FOCUS GROUP DISCUSSION Senin, 14 April 2025
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Forum tersebut bukan sekedar menyoal agenda 
kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emir-
at Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Lebih dari 
itu, FGD menelisik pertanyaan besar yang menyelin-
ap di benak banyak orang: ke mana sebenarnya In-
donesia ingin dibawa di kancah global?

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda 
Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan 
potensi Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin 
baru dari kawasan Global South. Ia menyebut Pra-

si lebih sering dipertarungkan di ruang persepsi ke-
timbang meja negosiasi, narasi yang keliru bisa me-
nenggelamkan niat baik.
 
Suasana forum mulai menghangat ketika Dr. Teguh 
Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, ber-
bicara. Dengan nada datar tapi argumentasi berlapis 
baja, ia menyodorkan tafsir realis atas dunia interna-
sional yang disebutnya sebagai arena anarkis. Bagi 
Teguh, kesalahan besar Indonesia adalah berpindah 
ketergantungan dari satu hegemon ke hegemon lain.

bowo punya peluang besar untuk menggalang sol-
idaritas negara-negara berkembang dan memberi 
arah baru dalam arsitektur dunia. Tapi Syahganda 
tidak berhenti di situ. Ada catatan tegas yang ia si-
sipkan: komunikasi.

“Komunikasi politik kita belum sepadan dengan 
langkah besar yang ingin ditempuh,” ujarnya singkat 
namun sarat peringatan. Di zaman ketika diploma-

 
“Antitesis dari ketergantungan bukan beralih kes-
etiaan,” ujar Teguh. “Antitesisnya adalah ketiadaan 
ketergantungan sama sekali.” Kalimat itu mengeras 
di udara seperti palu godam, mengingatkan bahwa 
kedaulatan bukan sekadar simbolik, melainkan soal 
relasi yang setara, tanpa subordinasi. Ia pun meng-
utip Kant: perdamaian hanya mungkin jika semua 
berdiri sejajar.

FOCUS GROUP DISCUSSION
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Dr. Zarman Syah menambahkan dimensi historis da-
lam percakapan. Indonesia, katanya, punya “investa-
si lama dalam perdamaian dunia.” Sebuah modal 
diplomasi yang kerap dilupakan. Ia menegaskan 
bahwa misi luar negeri Presiden Prabowo seharus
nya menyambung napas panjang diplomasi damai 
Indonesia, dan bukan sekadar seremonial. Diploma-
si, kata Zarman, harus membawa hasil konkret, ter-
masuk dalam ekonomi.
 
Diskusi itu menghadirkan tiga pemantik utama: Dr. 
Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan 
Dr. Teguh Santosa. Ketiganya memberi pembacaan 
mendalam atas relasi Indonesia dengan Timur Ten-
gah dan Turki. Dr. Hilmy, dalam refleksi tajamnya, 
menyebut bahwa diplomasi sejati bukan hanya soal 
manuver politik, tetapi juga pertarungan nilai. “Tan-
pa wajah etik, diplomasi kehilangan legitimasi,” kata 
Hilmy.
 

Para penanggap lain tak kalah tajam. Dr. Indra Ku-
suma Wardhani dan Dr. Rizal Darmaputra menegas-
kan bahwa diplomasi Indonesia perlu menyentuh sisi 
konkret—ekonomi, teknologi, kerja sama industri. 
Bukan hanya parade protokoler. Sementara Prof. 
Iswandi Syahputra dan Dr. Rahmi Fitrianti menyeru-
kan agar kekuatan lunak Indonesia—budaya, spiri-
tualitas, dan gotong royong—diangkat ke panggung 
global sebagai senjata diplomasi yang sejati. “Sering 
kali kita lupa, nilai-nilai lokal adalah soft power yang 
paling tahan uji,” kata Iswandi.
 
Sikap Indonesia atas Palestina juga menjadi sorotan. 
Smith Alhadar dan Omar Thalib menekankan bahwa 
kunjungan Prabowo ke kawasan konflik tidak boleh 
netral-netral amat. “Dalam situasi ketidakadilan, ne-
tralitas adalah keberpihakan pada penindas,”kata 
Smith, menggemakan kutipan Desmond Tutu yang 
menggigit.
 
Suara lain datang dari Hanief Adrian, pengamat 

Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kiri) dan Dr. Nurhayati Assegaf, ex Ketua BKSAP (kanan)
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geopolitik. Ia melihat bahwa diplomasi Prabowo tak 
boleh berhenti di gestur diplomatik. “Yang kita per-
lukan adalah sinergi antara diplomasi, ekonomi, dan 
pendidikan geopolitik untuk rakyat,” ujarnya. Diplo-
masi, dalam tafsir Hanief, bukan ranah elite semata, 
tapi soal pengaruh yang dirasakan oleh rakyat biasa 
di pasar, di kelas, di ladang.
 
Ir. Wahyono menimpali dengan keprihatinan: diplo-
masi luar negeri seringkali hanya dimengerti elite. Ia 
mengusulkan agar negara membuka kanal pendi-
dikan publik tentang geopolitik agar rakyat memaha-
mi, bukan menebak-nebak, posisi Indonesia.
 
Menjelang akhir diskusi, moderator membacakan 
kutipan Edward Said: “There is no power without 
knowledge, and no knowledge without power.” Se-
buah isyarat kuat bahwa diplomasi sejati bukan ha-
nya milik istana dan kementerian, melainkan milik 
bangsa yang melek geopolitik.
 

Indonesia, dalam kalimat-kalimat yang tertinggal dari 
diskusi ini, tampak tengah menulis babak baru dalam 
politik luar negerinya. Tapi seperti kata Albert Camus, 
“To be neither victim nor executioner requires a firm 
and relentless engagement.” Maka pertanyaannya: 
akankah Indonesia memilih menjadi bangsa yang ber-
jarak aman dari sejarahnya, atau tampil sebagai pelaku 
sejarah yang tahu ke mana hendak melangkah?
 
Satu hal yang tak bisa dibantah: forum ini bukan 
sekadar ruang debat. Ia adalah cermin. Dan seperti 
semua cermin yang jujur, ia menunjukkan wajah kita 
apa adanya—serta arah mana yang layak ditempuh.
 
Peserta FGD: Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar 
Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa, Dr. Rizal Darma-
putra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, 
Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. 
Sudarto, juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) 
Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Hanief 
Adrian.@

Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute Smith Alhadar Dr. Zarmansyah

Dr. Rahmi FitriantiDr. Rizal Darmaputra

FOCUS GROUP DISCUSSION
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Prabowo, Turki dan 
Isu Timur Tengah
Pada tanggal 9 April, 2025 Presiden Prabowo Subian-
to melakukan perjalanan diplomasi ke beberapa negara 
Timur Tengah dan Turki. Dalam Lawatan kali ini, Presiden 
Prabowo Subianto mengunjungi Uni Emirat Arab, Tur-
ki, Mesir, Qatar, dan Yordania dimana setiap kunjungan 
tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat 
hubungan bilateral, khususnya di bidang pertahanan, 
ekonomi, dan kemanusiaan.

Kunjungan ke Turki menjadi salah satu sorotan penting, di mana Presiden 
Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam 
pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan kolaborasi stra
tegis, termasuk kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam pengembangan 
jet tempur generasi kelima Turki, KAAN, serta pembangunan pabrik drone 
tempur Baykar di Indonesia.

Kerja sama dalam bidang pertahanan antara Turki dan Indonesia penting 
terutama dalam pembangunan industri militer. Indonesia dinilai bisa mem-
bangun kerja sama di bidang industri militer dengan Turki untuk memperkuat 
pertahanan dalam negeri. Walau di tengah renggangnya hubungan antara 
Turki dengan Barat, Presiden Recep Tayyip Erdogan dinilai kuat bisa mem-
bantu mendorong industri militer Indonesia, dan menjadikan Indonesia part-
ner dagang baru bagi Turki.

Selain itu penting juga untuk diperhatikan tindaklanjut atas semua perjanjian 
yang dilakukan delegasi Indonesia di Turki. Merealisasikan kerja sama antara 
kedua negara perlu dilakukan, tidak hanya kerja sama di bidang industri mi-
liter, melainkan dalam kerja sama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan 
juga budaya.

FOCUS GROUP DISCUSSION ANALISIS
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Di Mesir dan Qatar, Presiden Prabowo mendorong 
penguatan hubungan perdagangan dan diplomasi, 
serta membahas upaya kemanusiaan untuk Pales-
tina. Di kedua negara ini, ia menegaskan komitmen 
Indonesia terhadap solusi dua negara dan penting
nya segera diwujudkannya gencatan senjata di Gaza. 

Puncak lawatan ditutup di Yordania, di mana Presi-
den Prabowo bertemu dengan Raja Abdullah II. Di-
skusi berfokus pada peran Indonesia dalam inisiatif 
kemanusiaan untuk Gaza, termasuk kemungkinan 
pengiriman bantuan kemanusiaan dan kerja sama di-
plomatik untuk mendukung perdamaian di kawasan.

Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan pen-
ting dalam diskusi. Peran Prabowo Subianto untuk 
menengahi panasnya konflik di Gaza dan Palestina 
secara keseluruhan dianggap penting. Komitmen 
yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk terus 
memberi bantuan kemanusiaan ke Palestina di da-
lam lawatannya tersebut patut diberi apresiasi, men-
gingat ini sudah menjadi amanat konstitusi untuk te-
rus mengawal kemerdekaan Palestina.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan (MBZ), dalam sebuah pertemuan yang berlangsung hangat di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu, 9 April 2025. 
(Foto: BPMI Setpres)

Kunjungan ini secara keseluruhan mencerminkan 
upaya aktif Indonesia, di bawah kepemimpinan Pre-
siden Prabowo, untuk menempatkan diri sebagai 
aktor penting dalam diplomasi regional dan global, 
sambil memperluas kerjasama strategis yang men-
dukung pembangunan nasional serta perdamaian 
internasional.

Perjalanan Prabowo juga tepat pada panasnya 
hubungan geopolitik antara Amerika Serikat dan 
Tiongkok. Perang dagang antara kedua negara ter-
sebut telah menimbulkan bukan hanya kepanikan 
pasar dunia tapi juga ketidakpastian pertumbuhan 
ekonomi yang dirasakan di seluruh dunia. Peran Pra-
bowo dan Indonesia untuk menguatkan kembali po-
ros kekuatan ekonomi menengah diluar Blok China 
dan Eropa juga diperkuat melalui tour de Middle East 
dengan pertemuan negara-negara D8 seperti Turki 
dan Mesir.

Lawatan penting Presiden Prabowo Subianto dalam 
presidensi D8 Summit (Pertemuan Negara-Negara 
Ekonomi Menengah yaitu Bangladesh, Mesir, Indo-
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Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan 
penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 
Republik Arab Mesir, usai pertemuan di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu, 12 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

nesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki) di-
nilai bisa membangun dan meningkatkan kerjasama 
yang kuat sebelum ajang D8 Summit nanti yang akan 
diselenggarakan di Indonesia tahun 2026. Perjalanan 
ini dinilai sebagai bentuk kekuatan independen Indo-

nesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk 
bisa secara langsung bernegosiasi dengan para pe-
tinggi dan pemimpin negara-negara Timur Tengah 
dan Turki.@

ANALISIS
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GREAT LECTURE 
BERSAMA UTKARSH 
SAXENA CO-FOUNDER 
DAN CEO ADALAT AI
Pada hari Jumat 18 April 2025, GREAT Institute menerima tamu Utkarsh 
Saxena, kandidat PhD dari Oxford University UK yang juga Co-Founder dan 
CEO Adalat-AI yang datang bersama Direktur Senior Bandung Trust Advisory 
Group (B-Trust) yang dipimpin Dr. Ir. Siswanda Harso Sumarto. Acara ini 
dirangkum menjadi GREAT Lecture pertama GREAT Institute.

GREAT LECTURE Jumat, 18 April 2025

Acara ini dihadiri oleh jajaran GREAT Institute yai-
tu Ketua Dewan Direktur Dr. Syahganda Naing-
golan, Wakil Ketua Dewan Penasihat Wahyono 
Suparno, Direktur Eksekutif Dr. Sudarto, Direktur 
Komunikasi Khalid Zabidi, serta pengacara Fir-
man Mulyadi. Acara dipandu oleh peneliti Desk 
Politik Omar Thalib.

Utkarsh memaparkan produk buatannya ber-
nama Adalat AI. Adalat AI dibuat beliau bersa-
ma dengan koleganya yang ditawarkan mereka 
untuk membantu proses peradilan Mahkamah 
Agung dalam menghadapi persoalan dan tanta-
ngan yang dihadapi oleh lembaga peradilan ter

tinggi di Indonesia tersebut. 

Adalat-AI adalah sistem AI yang dikhususkan 
untuk bekerja di dalam pengadilan. Tujuan Ada-
lat-AI untuk mengurangi beban sumber daya ma-
nusia di dalam lembaga pengadilan di Indonesia. 
Adalat-AI sudah dipakai di beberapa pengadilan 
di India dan terbukti membantu dan menguran-
gi masalah yang disebabkan dari human error di 
pengadilan di India.

GREAT Institute bersyukur bisa mendapatkan 
pelajaran penting tentang kemampuan AI dalam 
sistem peradilan.@
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PRABOWONOMICS DI ERA 
TARIFF WAR: STRATEGI 
KEMANDIRIAN DALAM 
DUNIA YANG SEDANG 
BERPERANG

Ketika dunia makin terjerat dalam perang tarif yang dipicu proteksionisme 
ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada dilema historis: tunduk pada 
pusaran kekuatan besar atau membangun jalannya sendiri.

FOCUS GROUP DISCUSSION Kamis, 24 April 2025
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Dalam Focus Group Discussion bertema “Pra-
bowonomics di Era Tariff War” yang digelar GREAT 
Institute, Kamis (24/04), para ekonom, pengambil 
kebijakan, dan pelaku industri menyatukan suara: 
Indonesia membutuhkan pendekatan ekonomi yang 
tidak sekadar reaktif, melainkan ideologis dan mem-
bumi.
 
Dipandu Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. 
Syahganda Nainggolan, diskusi dibuka dengan satu 
kesimpulan keras: perang dagang hari ini bukan lagi 
sekadar kompetisi dagang, tetapi babak baru dari 
ekonomi sebagai instrumen dominasi global. Dunia 
telah berpindah dari era free trade menuju economic 
warfare, dan Indonesia tak bisa lagi bermain dengan 
logika dagang konvensional.
 
Prabowonomics, dalam tafsir forum ini, tampil bukan 

Wakil Menteri Koperasi, Dr. Ferry Joko Juliantono, 
menyebut kebijakan ekonomi Presiden Prabowo se-
bagai penyimpangan sadar dari neoliberalisme yang 
dua dekade terakhir mencengkeram Indonesia. “Pra-
bowo tidak hanya menawarkan program, tetapi juga 
membangun ulang arah. Ini bukan kosmetik, ini refor-
masi struktural,” kata Ferry. Ia menegaskan bahwa 
akar Prabowonomics tumbuh dari keresahan rakyat 
desa yang selama ini ditinggalkan negara dan hanya 
berurusan dengan tengkulak serta rente. “Program 
seperti Koperasi Merah Putih, Klinik Desa, hingga 
Gudang dan Toko Sembako di desa adalah jawaban 
konkret atas kerinduan rakyat akan negara yang had-
ir,” kata dia.
 
Dr. Tito Sulistio dari OJK menilai keberanian pemer-
intah mengalokasikan Rp1.000 triliun APBN sebagai 
bentuk investasi langsung kepada rakyat. Ia mencon-

sebagai program jangka pendek, melainkan sebagai 
paradigma kebangsaan. Ia menegaskan kembali 
kedaulatan, keberpihakan kepada rakyat, serta ke-

beranian menempuh jalur sendiri—meski tak selalu 
populer di meja ekonomi global.
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tohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai 
investasi jangka panjang pada kualitas manusia In-
donesia. “Itu bukan sekadar biaya, itu investasi pada 
otak rakyat,”ujar Tito. Namun ia juga menyayangkan 
lemahnya narasi yang membungkus kebijakan terse-
but. “Sayangnya, kebijakan visioner ini tidak disam-
paikan dengan bahasa yang menyentuh akar,” kata 
dia.
 
Mantan eksekutif industri otomotif Jepang, I Made 
Dana Tangkas, menekankan pentingnya industrialisa-
si berbasis desa dan UMKM. “Toyota itu dulu UMKM. 
Kalau desa hanya jadi pasar, kita tidak akan pernah 
maju,” ujar Made. “Desa harus jadi produsen.”
 
Dalam nada yang sama, Dr. Anthony Budiawan men-
dorong kembali strategi import substitution industrial-
ization (ISI) yang pernah diperjuangkan Bung Karno. 
“Meski dianggap usang, ISI tetap relevan. Terutama 
di tengah rantai pasok global yang timpang dan ber-
isiko tinggi,” kata Anthony.

Prof. Perdana Wahyu Santosa dari Universitas Yar-
si menyebut perang tarif global sebagai blessing in 
disguise yang justru membuka peluang ekspor ke 
Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Namun ia 
mengkritik posisi tawar Indonesia yang kerap pasif. 
“Jangan sampai kita jadi negara yang diketok-ketok 
kepalanya oleh kekuatan asing,” kata dia. “Keberani-
an harus dimulai dari dalam negeri.”
 
Prof. Dian Masyita, PhD, menautkan Prabowonom-
ics dengan nilai-nilai Islam dan UUD 1945. Ia meng-
utip Surat Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu tidak 
hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dari 
kalangan kamu.” “Pasal 33 UUD 1945 adalah fonda-
si moral sekaligus konstitusional dari sistem ekonomi 
yang berkeadilan,” ujar Dian.
 
Nada paling tajam muncul dari Dr. Poempida Hi-
dayatulloh. Ia menyebut Prabowonomics sebagai 
“ekonomi Robin Hood”—bukan dalam arti mengam-
bil dari yang kaya, melainkan membangun keadilan 

Dr. Perdana Wahyu SantosaDharma Setiawan, MBADr. Poempida Hidayatullah

Poppy Dharsono Prof. Dian Masyita, PhD
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dari bawah. “Ini ekonomi yang tidak menunggu per-
tumbuhan menetes ke bawah, tetapi mendorong dari 
akar,” kata dia.
 
Di tengah perang dagang dan tekanan global yang 
makin kompleks, forum ini menyimpulkan bahwa 
Prabowonomics bukan sekadar strategi teknis, teta-
pi juga strategi ideologis. Ia tidak hanya menjadi reak-
si atas perubahan dunia, tetapi pernyataan posisi: 
bahwa Indonesia tak sedang menunggu nasib, tetapi 
hendak menuliskannya sendiri.
 
Menjelang penutupan diskusi, Dr. Ferry menyerukan 
agar mimpi besar ini dihidupkan bersama. “Dari ko-
perasi desa hingga swasembada energi, ini bukan 
mimpi elite. Ini mimpi rakyat,” kata dia.
 
Dr. Syahganda menambahkan bahwa kesadaran 
akan economic war adalah syarat pertama menuju 
kemandirian. “Kalau kita tidak siap secara mental 
dan strategi, maka bangsa ini hanya akan jadi pas-

ar dari narasi orang lain,” ujar Syahganda. “Padahal 
semua potensi sudah ada. Yang dibutuhkan tinggal 
keberanian untuk memilih berdiri tegak.”
 
Prabowonomics, seperti dicatat forum ini, bukan 
sekadar janji politik. Ia adalah pertaruhan etis. Di ten-
gah dunia yang liberal dan oportunistik, Indonesia—
jika cukup berani—masih bisa memilih jalan yang adil, 
mandiri, dan manusiawi. Mungkin itu satu-satunya 
jalan yang tersisa, dan masih menyisakan harga diri.
 
FGD ini dihadiri puluhan peserta. Di antaranya: Dr. 
Ferry Joko Juliantono, Dr. Tito Sulistio, Prof. Dr. Per-
dana Wahyu Santosa, Prof. Dian Masyita, PhD, Dr. 
Poempida Hidayatullah, Dr. Edie Rizliyanto, Dr. Wal-
neg Jas, Dr. Siswanda Sumarto, Dr. Anto Sudarto, 
Ahmad Noer Hidayat, M.P.P., Anthony Budiawan, 
Poppy Dharsono, I Made Dana Tangkas, dan Dhar-
ma Setiawan, MBA.@

 

Dr. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi.
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Prabowonomics di Era 
TARIFF WAR
Pada 02 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara 
resmi menerapkan tarif resiprokal dengan nilai dasar 10% pada seluruh 
negara. Penerapan tarif biaya impor ini didasarkan pada pandangan Donald 
Trump yang melihat defisit impor dagang AS dengan negara-negara lain yang 
dinilai tidak adil dan keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta 
mengurangi ketergantungan impor.

FOCUS GROUP DISCUSSION ANALISIS

Sumber: WTO 2025

The Shift in Manufacturing Exports:
U.S., Germany, and Japan Decline as China Rises
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Di luar alasan tersebut, salah satunya adalah per-
saingan dagang dengan Republik Rakyat Tiongkok 
(Tiongkok) yang semakin memanas akibat defisit im-
por yang terus-menerus terjadi.

Neraca perdagangan AS dengan Indonesia selalu 
mengalami defisit impor dari 2017 sampai triwulan 
I 2025. Defisit impor tersebut menjadi faktor utama 
yang menyebabkan Indonesia mendapatkan nilai tarif 
impor sebesar 32%. Besarnya nilai tarif yang diber-

ikan kepada Indonesia menjadi tantangan tersendi-
ri, karena dapat menimbulkan gangguan terhadap 
perekonomian Indonesia seperti penurunan investasi 
asing, ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi pasar 
ekspor, hingga ancaman PHK. 

Menanggapi nilai tarif tersebut, Indonesia telah men-
girimkan delegasi khusus untuk bernegosiasi. Di lain 
sisi, Presiden Prabowo memiliki strategi untuk meng
hadapi nilai tarif yang tinggi, yaitu memperluas mi-

Sumber: Diolah dari data perdagangan Amerika Serikat.

Sumber: Diolah dari data perdagangan Amerika Serikat.

Neraca Perdagangan AS-Tiongkok 2017-2024

Neraca Perdagangan AS-Indonesia 2017-2025

ANALISIS
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tra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sum-
ber daya alam, dan memperkuat daya beli dalam 
negeri. Strategi-strategi tersebut sebenarnya telah 
tertuang dalam Asta Cita atau bisa dikenal sebagai 
Prabowonomics. Prabowonomics, secara sederha-
na, mengedepankan kemandirian ekonomi. Namun, 
apakah Prabowonomics mampu menghadapi tarif 
Trump? Lebih dari 50% ekspor Indonesia untuk ba-
rang elektronik, sepatu, pakaian, dan produk laut di-
tujukan ke AS. Dengan nilai tarif yang besar, nilai dari 
barang ekspor tersebut akan semakin mahal dan da-
pat menurunkan permintaan ekspor. Hal ini memberi 
dampak buruk terhadap industri dalam negeri, kare-
na akan memaksa pelaku industri untuk melakukan 
efisiensi, bahkan melakukan PHK, jika permintaan 
ekspor menurun. 

Indonesia juga masih membutuhkan impor ener-
gi (terutama minyak dan gas) dan impor kebutuhan 
industri pertanian (seperti kedelai dan mesin). Kebi-
jakan tersebut dapat menurunkan angka produksi 
pangan yang bergantung pada impor dari AS (seper-
ti tempe, tahu, roti) dan mengakibatkan kelangkaan 
energi sehingga harga energi akan meningkat.

Presiden Prabowo dengan Prabowonomicsnya 
yang mengedepankan kemandirian ekonomi dengan 
swasembada pangan, energi, dan air serta strategi-
strateginya untuk menghadapi tarif impor AS dengan 
memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi, 
dan memperkuat daya beli dalam negeri, merupa-
kan langkah yang tepat untuk menghadapi perang 
dagang. Kemandirian ekonomi akan membuat Indo-

Sumber: ESDM

Jumlah Ekspor Minyak Mentah Indonesia
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Sumber: New York Times (2018)

Dinamika geopolitik Cina dalam menghadapi dominasi Amerika di Asia Pasifik

nesia mengurangi ketergantungannya terhadap im-
por, sehingga kebijakan tarif dari AS tidak memberi 
pengaruh yang besar.
Pemerintah perlu memaksimalkan kemampuan 
ekonomi dalam negeri melalui program-program 
strategisnya, seperti Kopdes Merah Putih dan Makan 
Bergizi Gratis. Program-program tersebut perlu me-
mastikan dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri 
dan memperkuat industri nasional.

Dalam konteks perang dagang yang dapat berkem-
bang menjadi perang ekonomi, Prabowo sedang 
menjalankan sistem ekonomi komando, dilatarbe-
lakangi oleh kemampuannya sebagai jenderal tem-

pur. Tetapi tentu saja ekonomi komando ini perlu 
memiliki jangka waktu agar tidak terlalu lama meng-
gunakan pendekatan top-down.

Kebijakan ekonomi Prabowo pada dasarnya adalah 
membangun dari desa, sedikit banyak terinspirasi 
dari strategi desa mengepung kota. Maka, ekonomi 
komando dijalankan dalam rangka memperkuat per-
ekonomian rakyat di desa, agar memiliki kapasitas 
dan mampu menjadi kantong-kantong ketahanan 
ekonomi menuju kedaulatan ekonomi Indonesia di 
tengah perang dagang yang sedang melanda dun-
ia.@
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POLITIK ENERGI: MENUJU 
SWASEMBADA ENERGI 
MELALUI TEKNOLOGI 
NUKLIR

Di tengah meningkatnya urgensi kedaulatan energi nasional, Focus Group 
Discussion bertajuk “Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui 
Teknologi Nuklir” yang digelar Kamis, 30 April 2025, mencatat satu konsensus 
penting:

FOCUS GROUP DISCUSSION Rabu, 30 April 2025
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Tantangan terbesar bukan lagi soal kelayakan teknis 
pembangunan PLTN, melainkan kegagalan komu-
nikasi publik yang belum berhasil membangun ke-
percayaan, serta keberanian politik yang masih ragu 
mengambil posisi tegas. Forum ini menjadi ruang 
gugatan terhadap kevakuman narasi besar yang 
seharusnya menyertai langkah strategis menuju 
swasembada energi.
 
Diskusi dibuka Dr. H. Syahganda Nainggolan, ke
tua Dewan Direktur GREAT Institute, yang menyebut 
bahwa problem energi nuklir selama ini lebih banyak 
terkunci dalam mitos dan trauma masa lalu. “Pada-
hal yang dibutuhkan hari ini bukan nostalgia kecema-

bukan PLTN modern, melainkan reaktor riset ge
nerasi pertama yang sangat manual. Berbeda jauh 
dengan teknologi reaktor digital saat ini,” ujarnya. 
Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki tiga reaktor 
riset berkualitas tinggi. Irwanuddin bahkan menye-
but Reaktor Siwabessy, Triga Mark dan RA Kartini itu 
terbaik di Asia. Namun saat ini RA Kartini justru kini 
berhenti beroperasi. “Saya mengimbau agar Presi-
den mengaktifkan kembali reaktor tersebut sebagai 
bagian dari roadmap nuklir nasional.”
 
Dari aspek teknis dan waktu, Dr. Ing Kusnanto dari 
Universitas Gadjah Mada memperingatkan: “Tinggal 
tujuh tahun menuju 2032. Negara lain seperti Jepang 
membangun PLTN dalam 4,5 tahun dengan kesia-

san, tapi keberanian menatap masa depan,” katanya 
singkat, tapi tegas.
 
Sorotan awal datang dari Dr. Irwanuddin Kulla, staf 
ahli menteri ESDM, yang mengoreksi kesalahpaha-
man mendasar publik soal tragedi Chernobyl. “Itu 

pan penuh. Kita belum final soal lokasi, belum punya 
SDM cukup, dan regulasi modular juga belum terse-
dia.”
 
Sementara itu, Prof. Sidik Permana dari ITB menyam-
paikan bahwa Indonesia bukan pemain baru dalam 
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isu nuklir. “Kita ini bukan pendatang baru, tapi late 
comer yang tertinggal karena terlalu lama gamang. 
Padahal, dari sisi keamanan, probabilitas kegagalan 
PLTN modern adalah satu dalam sepuluh ribu tahun.”
 
Salah satu bagian forum yang paling reflektif datang 
dari Prof. Sulfikar Amir, pengajar di Nanyang Tech-
nological University, Singapura. Ia membedah tragedi 
Fukushima dan menyimpulkan bahwa akar kegaga-
lan bukan pada teknologi, tetapi pada kelembagaan 
dan komunikasi krisis. Ia mengusulkan agar Indone-
sia belajar dari Jepang dalam membangun keper-
cayaan publik, termasuk melalui model redistribusi 
hasil—seperti 2 persen pendapatan PLTN yang ma-
suk ke kas desa-desa sekitar PLTN.
 
Poin geopolitik dan keamanan disampaikan oleh 
Mayjen Purn. Dr. Ir. Pujo Widodo, yang mengingat-
kan potensi risiko tinggi dalam pengoperasian PLTN. 
“Sistem kendali PLTN harus diamankan oleh aparat 
yang paham teknologi nuklir. Serangan siber bisa 

menjadi senjata destruktif. Maka dari itu, komponen 
pertahanan dan bela negara harus jadi bagian dari 
desain sistem nuklir nasional,” katanya.
 
Sementara itu, kritik datang dari WALHI melalui Dwi 
Sawung. Ia menyatakan bahwa keraguan publik ter-
hadap nuklir tidak bisa disalahkan begitu saja. “Kami 
masih menanti jaminan keselamatan, jaminan tidak 
adanya kebocoran, dan—yang tak kalah penting—
jaminan bahwa proyek sebesar ini tak akan dikorup-
si. Tanpa itu, sulit untuk percaya,” ujarnya.
 
Nada tegas juga disampaikan Deva Rachman, prak-
tisi komunikasi korporasi yang menggarisbawahi 
bahwa persoalan energi nuklir lebih terletak pada 
kepemimpinan dan integritas birokrasi. “Kita bukan 
kekurangan modal, kita kekurangan niat baik. Reg-
ulasi lambat, koordinasi buruk. Ini soal governance,” 
katanya.
 
Forum juga kian dinamis ketika Darmawan Sepri-

Irwanuddin H.I. KullaDr. Ir. Arnold SoetrisnantoDeva Rachman, S.Sos, MSi.

Dwi Sawung Ir. Rijalul Fikri
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yossa, seorang wartawan yang menjadi peserta, 
menyampaikan kritik keras terhadap cara negara ini 
membungkus isu energi nuklir selama puluhan tahun. 
Ia menyebut bahwa penolakan publik bukanlah kare-
na kebodohan atau ketakutan yang irasional, melain-
kan karena selama ini mereka ‘ditinggalkan dalam 
kekosongan narasi.” Narasi soal PLTN tak pernah 
datang sebagai upaya pemerintah menjernihkan 
situasi dan mendatangkan optimisme kepada pub-
lik. Sementara, narasi PLTN diisi berbagai kelompok 
kepentingan, yang seringnya berlawanan dengan 
kepentingan umum untuk segera mendapatkan en-
ergi yang murah dan stabil. 
 
“Yang kita hadapi bukan kebodohan, melainkan tu-
na-literasi energi. Kita kalah dalam hal komunikasi, 
bukan kalah teknologi. PLTN hari ini adalah kebu-
tuhan. Keharusan bahkan, jika kita ingin bicara soal 
kedaulatan energi, mencegah memburuknya krisis 
iklim, dan menjamin masa depan bangsa,” ujar Dar-
mawan.

Ia menyerukan revolusi komunikasi energi di Indo-
nesia, menyebut bahwa narasi lama yang hanya 
berkutat pada risiko dan bahaya tidak lagi relevan. 
“Kita perlu ubah fokus. Dari risiko ke clean energy, 
dari trauma ke kedaulatan nasional. Cerita energi ha-
rus disampaikan dengan cara yang bisa dimengerti 
rakyat, bukan dengan istilah teknis yang dingin dan 
elitis.”
 
Diskusi ditutup dengan paparan dari Ir. Rijalul Fikri 
yang merinci tujuh dokumen strategis pengemban-
gan PLTN Indonesia, termasuk yang menyentuh 
aspek kelembagaan, kerja sama internasional, dan 
sistem pendanaan. Ia menegaskan bahwa PLTN ha-
rus dijadikan objek vital nasional dan dikawal oleh 
institusi yang tidak bisa diintervensi secara politis.
 
Secara keseluruhan, FGD ini memperlihatkan bahwa 
tantangan pembangunan PLTN bukan lagi pada te-
knologi atau pendanaan, melainkan pada keberanian 
mengambil keputusan, ketegasan dalam regulasi, dan 

Prof. Sulfikar Amir, PhD. H. Darmawan Sepriyossa, SE. Ir. Turino Yulianto, MSi

Prof. Dr. Eng. Sidik Permana, 
S.Si., M.Eng.Bernadus Sudarmanta
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kecerdasan dalam membangun narasi. Sebagaima-
na dikatakan dalam forum itu: “Kalau kita terus takut 
pada masa lalu, kita akan kehilangan masa depan.” 
Kini, yang diperlukan adalah negara yang tahu apa 
yang ingin diperjuangkan, dan masyarakat yang tahu 
mengapa mereka perlu ikut berjuang. 
 
FGD ini dihadiri puluhan peserta dan hadirin, ter-
masuk sekelompok mahasiswa ITB dan Univer-
sitas Pancasila, Jakarta. Peserta FGD antara lain: 
Dr. Syahganda Nainggolan (ketua Dewan Direktur 

GREAT Institute); Dr. H. Mulyanto, M.Eng (anggota 
DPR RI); Irwanuddin H.I. Kulla (Tenaga Ahli Menteri 
ESDM Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan 
Tenaga Nuklir); Associate Prof. Sulfikar Amir, PhD. 
(Dosen Nanyang Technological University, Singa-
pore); Dr. Ing. Ir. Kusnanto (Dosen Prodi Teknik Nuklir 
Fakultas Teknik UGM); Mayjen TNI (purn) Dr. Dr. Ir. 
Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.D.S., M.Si., 
M.Si.Han. (Dosen Universitas Pertahanan); Dr. Ir. Ar-
nold Soetrisnanto (Ketua Umum Masyarakat Energi 
Baru Nuklir Indonesia/MEBNI); Prof. Dr. Irwan Meila-



Global Research on Economics, Advance Tecnology, and Politics

29

no, S.T., M.Sc (Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan ITB); Prof. Dr. Eng. Sidik Permana, 
S.Si., M.Eng. (Guru Besar FMIPA ITB); Supriyadi 
Sadi, Ph.D. M.ChE., MenvEng. (Database Manager 
& Federal Research Scientist for Nuclear Emergency 
Response at US CDC Atlanta Georgia, USA); Dhar-
ma Setiawan, MBA (Ketua Dewan Pengurus Prakar-
sa Lingkar Delapan); Dr. Sudarto (Ahli Komunikasi 
Krisis); Dwi Sawung (Manager Kampanye Infrastruk-
tur & Tata Ruang WALHI Eknas); Deva Rachman, 
S.Sos, MSi. (Public Communication Specialist); H. 

Darmawan Sepriyossa, SE. (Jurnalis); Ir. Rijalul Fikri 
(Sekretaris Eksekutif 7 Dokumen Kebijakan Pemban-
gunan PLTN Indonesia); Ir. Turino Yulianto, MSi (Ketua 
Desk Energi, GREAT Institute); Bernadus Sudarman-
ta (Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Indone-
sia Power); Tetuko Wirjoatmodjo (Peneliti Energi Baru 
dan Terbarukan); Muhammad Subhan (Community 
Development Specialist), serta Dr Zarman Syah.@

Mayjen TNI (purn) Dr. Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si.Han.

FOCUS GROUP DISCUSSION



GREAT Institute 2025

Ketergantungan terhadap energi fosil menjadikan 
sektor energi penyumbang gas emisi rumah kaca 
terbesar. Konsentrasi gas rumah kaca, baik dari CO2 

(Karbondioksida), CH4 (Metana), ataupun N2O (Nitrit 
oksida), meningkatkan suhu dunia yang mengakibat-
kan terjadinya pemanasan global.

Sumber: IPCC, 2020, www.ipcc.ch/sr15/graphics/#cid_541

MENUJU SWASEMBADA 
ENERGI DENGAN ENERGI 
NUKLIR
Pertumbuhan kebutuhan energi di dunia terus berkembang seiring waktu. 
Pertumbuhan penduduk dan industri yang terus berkembang meningkatkan 
kebutuhan akan energi, terutama ketenagalistrikan.

FOCUS GROUP DISCUSSION ANALISIS

Pemanasan Global 2006-2015 dibandingkan dengan 1850-1900
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Saat ini, industri di dunia maupun di Indonesia, ma-
sih bergantung pada energi fosil. Di Indonesia sendiri, 
kebutuhan akan tenaga listrik terus meningkat. Tena-
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ga listrik di Indonesia masih bertumpu pada energi 
fosil. Seperti tampak dalam grafik dibawah ini.

Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik Nasional per Sektor

Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional per Jenis
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Bertumpunya pembangkit tenaga listrik di Indonesia 
dengan energi fosil mengakibatkan Indonesia men-
jadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di 
Asia Tenggara. Lihat Gambar dibawah ini.

Untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) 
pada tahun 2060 dan mencapai kemandirian energi 
nasional, agenda transisi energi sudah seharusnya 
menjadi agenda utama yang harus dijalankan. Ter-
capainya kemandirian energi nasional menjadi salah 
satu program utama pemerintahan Presiden Pra-
bowo di samping kemandirian pangan dan air. Untuk 
memenuhi kebutuhan energi dalam negeri diperlukan 
pasokan energi dari berbagai sumber. Salah satu al-
ternatif sumber energi yang paling efisien, rendah 
emisi, ramah lingkungan dan sudah berjalan baik di 

beberapa negara maju adalah energi nuklir.

Nuklir merupakan suatu sumber energi hasil reaksi 
fisi (nuklei terbelah) atau fusi (bersatunya dua nuklei) 
dari nukleus (inti atom) (Krane, 1987). Hasil dari reak-
si tersebut membentuk reaksi berantai yang meng-
hasilkan energi dalam jumlah yang besar. Dari sisi efi-
sensi, energi yang dihasilkan dari fisi nuklir jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan pembakaran bahan ba-
kar fosil atau sumber energi terbarukan lainnya. Satu 
kilogram Uranium-235 dapat menghasilkan energi 
hampir 3 juta kali lebih besar dibandingkan dengan 
satu kilogram batu bara.

Indonesia saat ini memiliki problem krisis energi di 
mana kebutuhan konsumsi energi dalam negeri be-

Sumber: Jones et al, 2024

Perbandingan Emisi Gas Rumah Kaca antara Negara-Negara Asia Tenggara
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lum bisa dipenuhi oleh sumber energi dalam negeri. 
Adapun teknologi nuklir secara umum masih di-
bayang-bayangi ketakutan masa lalu terutama soal 
perang dan kecelakaan reaktor. Padahal Presiden 
Sukarno sejak tahun 1954, sudah mencanangkan 
pembangunan PLTN. Indonesia bersama India adalah 
dua negara yang mendapat rekomendasi dari Badan 
Tenaga Nuklir Internasional (IAEA) untuk membangun 
Reaktor Nuklir. Tetapi, India saat ini sudah memiliki 22 
Reaktor Nuklir, sementara Indonesia hanya memiliki 
tiga Reaktor Nuklir untuk kepentingan riset semata.

Untuk itu, Pemerintah harus memahami sejauh mana 
tantangan dan hambatan tersebut bisa teratasi seh-
ingga pada tahun 2032 Indonesia dapat mengoper-
asikan PLTN.

Potensi dan Rencana Implementasi Tenaga Nuklir 
di Indonesia

Dalam mewujudkan kedaulatan negara, Presiden 
Prabowo Subianto memiliki keinginan agar Indo-

nesia swasembada dalam pangan, air, dan energi. 
Untuk mencapai swasembada energi dan dan NZE 
2060, Presiden Prabowo ingin mengurangi keter-
gantungan terhadap energi fossil dan menambah 
porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran li-
strik. Energi nuklir menjadi salah satu pilihan sebagai 
sumber energi yang akan menggantikan energi fossil 
(RUPTL, 2021). Pemerintah Indonesia merencana-
kan pembangunan PLTN sebagai bagian dari renca-
na transisi energi dengan target 75 GW dari energi 
baru dan terbarukan, Energi nuklir diharapkan da-
pat menyumbang 4,3 GW. Indonesia sendiri sedang 
dalam pembahasan kerjasama dengan Rusia untuk 
membangun PLTN.

Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral yang 
dibutuhkan untuk PLTN, seperti di Kalimantan yang 
memiliki 45 ribu ton Uranium dan 7 ribu ton Thorium. 
Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia bisa sege-
ra mencapai swasembada energi jika PLTN berha-
sil dioperasikan. Kebutuhan lahan dari PLTN 50 kali 
lebih rendah dari PLTU dan 18 hingga 27 kali lebih 

Sumber: Kai Putri et al., 2022

Sumber Daya Energi Nuklir dan Potensinya di Indonesia
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rendah dibandingkan PLTS. Satu kilogram dari ura-
nium saja bisa menghasilkan energi selama 73 tahun 
(Permana, 2024).

Tantangan Dalam Implementasi 
Nuklir

1. Aspek Komunikasi

Salah satu faktor penyebab gagalnya Pembangunan 
PLTN selama ini adalah lemahnya strategi komuni-
kasi pemerintah. Masyarakat berada dalam bayang-
bayang ketakutan karena ketidaktahuan mengenai 
energi nuklir. Misalnya kasus pencemaran di daerah 
Serpong beberapa tahun lalu. Sampai sekarang tidak 
jelas penyelesaiannya. Masyarakat masih menanti 

Mulai saat ini pemerintah perlu menggalang opini 
tentang sisi positif PLTN. Bahkan secara komunika-
si, sifatnya harus lebih revolusioner mengingat kon-
disi Indonesia yang masuk kategori krisis energi. 
PLTN harus dikomunikasikan secara cerdas, seperti 
di Amerika Serikat, juru kampanye soal nuklir ada-
lah mantan Miss America yang juga seorang sarjana 
nuklir. 

Komunikasi yang dikeluarkan harus lebih fokus me-
narasikan potensi dari energi nuklir dan memberikan 
keyakinan pada masyarakat, narasi yang diangkat 
dapat berbentuk seperti ‘Dari risiko ke clean ener-
gy, dari trauma ke kedaulatan nasional’. Cerita energi 
harus disampaikan dengan cara yang bisa dimen-
gerti rakyat, bukan dengan istilah teknis yang dingin 

Sentimen Publik terhadap
Pemberitaan Energi Nuklir

Sentimen Publik terhadap Pemberitaan Energi 
Nuklir Berdasarkan Media Sosial

jaminan keselamatan, jaminan tidak adanya kebo-
coran, dan yang tak kalah penting jaminan bahwa 
proyek sebesar ini tak akan dikorupsi. Ketidakjelasan 
tersebut yang menimbulkan kelompok yang kontra 
dengan implementasi energi nuklir. Kegagalan dalam 
komunikasi publik tersebut dapat kontraproduktif 
terhadap rencana implementasi energi nuklir di Indo-
nesia. 

dan elitis. Indonesia bisa belajar juga dari Jepang da-
lam membangun kepercayaan publik, salah satunya 
melalui model redistribusi hasil, di mana sekitar 2% 
pendapatan PLTN akan masuk ke kas desa-desa di 
sekitar PLTN.
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2. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, PLTN 
bisa berkembang dengan fungsi sebagai senjata 
nuklir. Lokasi PLTN juga harus menghitung aspek 
geopolitik. Sistem kendali PLTN harus diamankan 
oleh aparat yang paham teknologi nuklir. 

Serangan siber bisa menjadi senjata destruktif yang 
riil. Maka dari itu, komponen pertahanan dan bela 
negara harus jadi bagian dari desain sistem nuklir na-
sional. Ancaman bencana datang bukan hanya ben-
cana alam, tetapi juga bencana buatan. Seolah-olah 
bencana, tapi sesungguhnya itu buatan negara lain. 

Prediksi ke depan, perang semakin asimetris dan 
saat ini ada potensi perang dunia ketiga. Untuk 
menjadi negara kuat, tidak ada pilihan lain kita harus 
mempunyai nuklir.

3. Aspek Politik dan Tata Pemerintahan

Program PLTN selama ini mengalami kegagalan 
karena rendahnya konsistensi pemerintah. Setiap 
membahas topik PLTN selalu muncul isu lain yang 
menutupi sehingga program PLTN tidak berjalan le-
bih lanjut. Kunci dari keberhasilan implementasi PLTN 
adalah adanya kestabilan situasi politik dan kondisi 
ekonomi. Sebenarnya PLTN adalah masuk kategori 
Non Site Spesific yang bisa dibangun di mana saja. 
Dari sisi persyaratan ada yang kategori wajib dipe-
nuhi (mandatory) yaitu security, safety & safeguard. 
Ada juga syarat yang tidak mandatory sesuai IAEA 
yaitu pemilihan teknologi, manajemen pengelolaan 
dan strategi pengembangan. Sayangnya, kita lebih 
sering sibuk di syarat yang tidak mandatory.

Untuk meyakinkan publik harus ada lembaga pe
ngawas independen, bebas KKN dan bebas inter-
vensi yang isinya orang-orang yang kredibel dan 
kompeten. Adanya lembaga ini membuat publik ten-
ang karena operasional PLTN akan diawasi oleh lem-

baga yang kredibel. Secara kelembagaan, program 
pengembangan PLTN ini masuk kategori strategis 
sehingga membutuhkan badan otonom yang diang-
kat langsung oleh Presiden. Seperti contoh pemben-
tukan BRR Aceh paska terjadinya bencana tsunami. 
Badan ini bekerja profesional dan kinerja suksesnya 
bukan hanya diakusi secara nasional, tetapi juga 
dunia.

Belajar dari kecelakaan Reaktor Nuklir di Fukushima, 
Jepang, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh In-
donesia, tidak sekedar uang dan teknologi. Banyak 
hal non-teknis juga antara lain kesiapan masyarakat, 
kesiapan SDM dan juga pengawasan. Secara khusus 
kecelakaan Fukushima terjadi karena desain sistem 
reaktor yang sepenuhnya didesain enginer Amerika, 
ternyata tidak mampu mengantisipasi adanya tsu-
nami setinggi 15 meter yang terjadi saat itu (desain 
reaktor untuk tsunami 9 meter).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tantangan pembangunan PLTN bukan lagi hanya soal 
teknologi atau pendanaan, melainkan pada keberani-
an mengambil keputusan, ketegasan dalam regulasi, 
konsistensi kebijakan dan kecerdasan dalam mem-
bangun narasi. Pemerintah disini harus benar-benar 
dapat meyakinkan publik tentang potensi yang dimi-
liki oleh energi nuklir dan dampak positif yang akan 
didapat. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi 
menjadi penting jika serius untuk mengimplementa-
sikan energi nuklir.

Maka dari itu, GREAT Institute merekomendasikan 
pemerintah untuk membentuk badan otonom yang 
independen, yang secara khusus menjalankan im-
plementasi kebijakan nuklir, termasuk PLTN. Adapun 
secara bisnis sebaiknya PT. Industri Nuklir Indonesia 
(INUKI) dibuat independen dan tidak digabung ke da-
lam BUMN lain sehingga bisa lebih leluasa memban-
gun kerjasama dengan swasta lain dalam mengem-
bangkan bisnis nuklir.@

ANALISIS
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Dr. Greg Poulgrain, sejarawan asal Australia yang 
dikenal tajam membaca geopolitik Asia Tenggara, 
kembali mengingatkan bahwa Indonesia tak pernah 
benar-benar merdeka dari jerat intervensi asing. “In-

donesia adalah produsen emas nomor satu di dunia. 
Ini bukan asumsi. Ini fakta. Dan cadangan emasnya 
bisa ditambang selama dua abad ke depan,” kata 
Greg, nyaris tanpa jeda.

GREAT LECTURE 
BERSAMA DR. GREG 
POULGRAIN
Acara Great Lecture di Great Institute, Senin, 5 Mei 2025, tak sekadar 
mengulas masa lalu. Forum ini seperti membongkar luka lama yang belum 
sembuh: tentang Papua, tentang emas, tentang kekuasaan yang dipertukarkan 
dalam meja rahasia Perang Dingin.

GREAT LECTURE Senin, 05 Mei 2025
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Freeport kembali disebut. Tapi kali ini bukan han-
ya soal tambang, melainkan sebagai lambang dari 
kerakusan global yang memanfaatkan kelemahan 
elite nasional. “Mereka bilang hanya ada satu gram 
emas per ton material. Tapi saya dengar langsung 
dari seorang Sekjen NATO.—itu bohong besar,” ujar 
Poulgrain. “Saya sudah dua kali mewawancarai Jean 
Jacques Dozy. Versi dia sangat berbeda dari doku-
men resmi Freeport. Ini bukan sekadar perbedaan 
teknis. Ini rekayasa.”
 
Tapi Greg tidak berhenti pada teknis pertambangan. 
Papua, baginya, adalah medan moral. “Ketidakpua-
san rakyat Papua itu bukan soal ideologi. Tapi karena 
kesejahteraan tak pernah sampai ke tangan mereka. 
Ini bukan sekadar kegagalan administratif. Ini kega-
galan etis.”
 

akan konstatasi dari Richard M. Auty, ekonom asal 
Inggris yang dikenal luas sebagai pencetus konsep 
“resource curse” atau “kutukan sumber daya alam” 
(curse of natural resources). Istilah ini mulai populer 
setelah ia menerbitkan tulisannya pada tahun 1993, 
terutama dalam bukunya, “Sustaining Development 
in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis”. 
 
“Ia nyata, dan terus menghantui bangsa ini. Tapi ka-
lau ada kepemimpinan nasionalis, keberanian politik, 
dan ketegasan strategi, kutukan itu bisa kita balikkan 
jadi rahmat,” kata Syahganda.
 
Pandangan itu diamini Dr. Sidratatha Muchtar yang 
menyebut bahwa program hilirisasi di era sebelum-
nya gagal total. “Hanya menguntungkan asing. Yang 
disebut hilirisasi itu sesungguhnya hanya mengganti 
bentuk kolonialisme,” katanya. Ia yakin Presiden Pra-

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur GREAT Insti-
tute, Dr. Syahganda Nainggolan, membuka forum 
dengan catatan serius: “Kutukan sumber daya alam 
bukan mitos,” kata Syahganda mengingatkan semua 

bowo memahami hal itu. “Ia tidak inward looking. Ia 
paham geopolitik. Sekarang saatnya redefinisi. Dan 
kita harus berhenti menyamakan ‘bebas aktif’ de
ngan ‘diam’. Indonesia harus bicara di ASEAN. Ha-

GREAT LECTURE

Dr. Greg Poulgrain, sejarawan Australia
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rus jadi jangkar. Bukan sekadar peserta.”
 
Dalam soal Freeport Poulgrain memang pernah 
menyingkap tabir sejarah yang lebih kelam. Bahwa 
pembunuhan Presiden John F. Kennedy bukan se-
mata tragedi Amerika, tapi titik balik geopolitik Asia 
Tenggara. “Kennedy mendukung kemerdekaan ne
gara Dunia Ketiga. Ia ingin mengaudit Freeport. Ia tak 
suka pendekatan intelijen dan korporasi. Dan setelah 
ia mati, semuanya berubah. Dulles menang. CIA 
menang. Freeport masuk,” kata Greg. 

Pernyataan ini, menurutnya, bukan teori konspirasi. 
Ia mengaku menelusuri dokumen yang dulu diklasi
fikasikan, mewawancarai pelaku sejarah, dan men-
cocokkannya dengan agenda rahasia pasca-Perang 
Dunia II. “Apa yang terjadi di Indonesia adalah hasil 
dari jaringan korporasi, bukan sekadar urusan diplo-
masi.”
 
Dr. Indra Kusuma Wardhana menambahkan dimensi 
mutakhir: perang dagang AS–Tiongkok adalah bab 
baru dari dominasi lama. “Kita harus bisa navigasi. 
Kalau tidak, kita akan jadi Vietnam yang dikapitalisa-



Global Research on Economics, Advance Tecnology, and Politics

39

si, atau Myanmar yang didikte,” ujarnya. “Indonesia 
harus memilih: mau jadi panggung atau sutradara?”
 
Indra, pengajar di Universitas Pertamina, menya-
takan Indonesia harus cermat memainkan peran di 
tengah perang dagang Amerika dan Tiongkok. “Kita 
tidak boleh hanya jadi pion. Kita harus menjadi aktor. 
Kita harus bisa menavigasi semua tekanan itu deng
an sikap berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
 
Dr. Teguh Santosa menutup sesi dengan refleksi 
keras: “Selama distribusi kekayaan tidak adil, konflik 

akan selalu menemukan bentuk barunya. Dan tugas 
kita bukan hanya membaca sejarah, tapi merebut 
kendali atas masa depan.”
 
Forum ditutup tanpa tepuk tangan. Hanya diam. Tapi 
diam yang padat. Diam yang terasa seperti janji tak 
terucap: bahwa negeri ini harus berhenti jadi panggu-
ng dagang darah dan emas.@

GREAT LECTURE
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Komoditas rempah seperti pala dan mineral seperti 
emas telah menjadi komoditas yang terus dipere-
butkan oleh negara-negara kolonial lebih dari 150 
tahun. Ketika Indonesia merdeka, potensi sumber 
daya alam tersebut menarik perhatian negara-negara 
adidaya, penemuan tambang emas Grasberg pada 
tahun 1936 dan berdampak secara politik maupun 
ekonomi. Keterlibatan perusahaan Amerika dalam 
sektor pertambangan di Indonesia berdampak ter-
hadap masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia 
terutama tambang Grasberg di Papua yang dikenal 
sebagai cadangan emas terbesar di dunia. 

Indonesia menjadi medan perebutan pengaruh an-
tara dua negara adidaya, sehingga pada akhirnya 
Presiden Soekarno turun dari kepemimpinan di-
gantikan oleh Presiden Soeharto. Kebijakan protek-
sionis Soekarno digantikan dengan kebijakan yang 
mendukung masuknya investasi asing. Selama 
masa transisi ekonomi nasionalistik menuju ekonomi 
pro-pasar, Marshall Green, Duta Besar AS untuk In-
donesia, memiliki peran penting dalam menjembatani 
diplomasi dan promosi kebijakan tersebut. Sehing-
ga, salah satu bentuk konkrit dari perannya adalah 
pengelolaan Tambang Grasberg di Papua oleh peru-

sahaan asal Amerika Serikat, Freeport. 

Pengelolaan tambang emas oleh Freeport tersebut 
tidak memberi dampak positif terhadap masyarakat 
sekitar. Rasa ketidakpuasan oleh masyarakat Pap-
ua salah satunya muncul karena ketidakadilan dan 
kegagalan dalam distribusi kesejahteraan hasil dari 
ekspoitasi sumber daya alam Tanah Papua. isu ker-
usakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang 
dialami masyarakat adat. Pentingnya pertanggu-
ngjawaban perusahaan dan perlindungan hak ma
syarakat lokal. Jika ini terus berlanjut, amarah ma
syarakat Papua bisa semakin besar.

Untuk perkembangan terkini, terkait dinamika geo-
politik masa depan, terutama meningkatnya investasi 
China di sektor sumber daya alam Indonesia. Perlu 
diperhatikan bahwa kedaulatan atas sumber daya 
harus dijaga untuk memastikan stabilitas ekonomi 
nasional dan perencanaan strategis serta kerja sama 
internasional untuk menghindari eksploitasi lanju-
tan. Selain itu, Strategi kebijakan luar negeri Ameri-
ka Serikat yang erat kaitannya dengan kepentingan 
ekonomi dan isu HAM sering mengaitkan sumber 
daya internasional sebagai alat negosiasi politik luar 

DARI KUTUKAN,
MENJADI BERKAH
Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Baik dari 
keanekaragaman hayati sampai mineral dan migas. Misalkan seperti Jawa 
Barat yang memiliki potensi panas bumi mencapai 5.411 MW sebagai energi 
baru terbarukan. Kekayaan sumber daya alam tersebut jelas menjadi perhatian 
bagi negara-negara untuk dapat menguasainya.

GREAT Lecture
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negeri. Sehingga Indonesia perlu memahami dimen-
si politik global dalam konteks pengelolaan sumber 
daya nasional.

Untuk ke depannya, Indonesia dihadapkan pada 
tantangan untuk menyeimbangkan investasi asing 
dengan perlindungan kepentingan nasional. Pene
gakan hukum dan pembagian keuntungan yang adil 
dalam pengelolaan sumber daya serta peran ASEAN 
dalam menyelesaikan sengketa perdagangan serta 
pentingnya diplomasi kawasan menjadi salah satu 
solusi penyelesaian dari kutukan sumber daya alam 
ini.

Pada akhirnya, Indonesia harus mengikutsertakan 
pendekatan sosiologis, dimensi sejarah dan budaya 
dalam pengelolaan sumber daya. Kebijakan ekonomi 
harus mempertimbangkan warisan budaya dan kea-
dilan sejarah agar pembangunan berkelanjutan da-
pat tercapai. Pentingnya pendekatan komprehensif 
yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, Sejarah 
dan budaya dalam pengelolaan sumber daya serta 
visi jangka panjang, kerja sama internasional, dan 
tata kelola yang bertanggung jawab demi kesejahte-
raan bangsa, mengubah adagium untuk negara yang 
kaya Sumber Daya Alam yaitu dari kutukan menjadi 
berkah, sebuah negeri yang baldatun thoyibatun wa 
rabbun ghafur.@

Tambang emas Grasberg di Papua (Sumber: Mongabay)

Tambang Emas dan Tembaga Grasberg di Papua

GREAT LECTURE
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TARIK ULUR REPUBLIK: 
KETIKA DAERAH HANYA 
JADI PENONTON 
ANGGARAN

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka 
forum dengan satu nada murung: banyak kepala daerah mengeluhkan taring 
otonomi mereka yang tumpul. “Kewenangan perizinan, pengelolaan sumber 
daya, semuanya ditarik ke pusat.

FOCUS GROUP DISCUSSION Senin, 26 Mei 2025
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Bahkan untuk Galian C saja, izin harus dari pu-
sat,” ujar Syahganda. Ia menegaskan bahwa 
FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan 
upaya serius dari GREAT untuk menghadirkan 
pemikiran kritis bagi arah baru pemerintahan.

Otonomi daerah hari ini bukanlah kebebasan, 
tetapi tarik-ulur kekuasaan antara pusat dan 
daerah. Begitulah kesimpulan samar namun 
menggigit dari Focus Group Discussion (FGD) 
yang diselenggarakan GREAT Institute, bertajuk 
“Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang 
Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisiensi Angga-
ran”, yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Selain diisi para pemikir-praktisi pemerintahan 

dari Kementerian Tenaga Kerja; dosen Politeknik 
Kementerian Hukum dan HAM, Dr M Arief Adil-
lah; Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto; Ketu-
ia IAP DKI Jakarta, Ir Adhamaski Pangeran, ST, 
ME; Ketua GMKI 2010-2020 Korneles Galanjin-
jina; hadir pula beberapa kelompok mahasiswa 
berbagai universitas dan perguruan tinggi, antara 
lain, Unversitas Bung Karno dan IPDN Jakarta.

Diskusi dibuka moderator Ir Hendry Harmen 
dengan paparan awal yang mencubit: enam 
daerah di Pulau Jawa menyumbang lebih dari 
56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasion-
al, sementara sisanya tercecer dalam ketimpan-
gan pelayanan publik dan ketergantungan fiskal 

seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr Bima 
Arya Sugiarto, Bursah Zarnubi, mantan Waliko-
ta Payakumbuh, Riza Falepi; pengajar Politeknik 
STIA LAN, Ratri Isyania, PhD; CEO Neraca Ru-
ang, Jilal Mardhani; Wakil Rektor Universitas An-
dalas, Dr Hefrizal Handra; Dr Endang Yuniastuti 

terhadap pusat. “Daerah-daerah itu hidup dari 
dana bagi hasil,” kata Hendry.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syah-
ganda Nainggolan, membuka forum dengan satu 
nada murung: banyak kepala daerah mengeluh-
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kan taring otonomi mereka yang tumpul. “Ke-
wenangan perizinan, pengelolaan sumber daya, 
semuanya ditarik ke pusat. Bahkan untuk Galian 
C saja, izin harus dari pusat,” ujar Syahganda. Ia 
menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar fo-
rum diskusi, melainkan upaya serius dari GREAT 
untuk menghadirkan pemikiran kritis bagi arah 
baru pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, tak 
menampik ketimpangan itu. Ia menyampaikan 
pesan Presiden Prabowo dalam sidang kabi-
net beberapa pekan sebelumnya, saat Presiden 
menampilkan foto seorang gadis kecil bernama 
Naila. “Wahai para menteri, mari kita buat Nai-
la-Naila di seluruh Indonesia tersenyum,” kutip 
Bima. Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo 
anti-liberalisme dan menegaskan diri sebagai 
sosial demokrat—satu haluan yang dirintis Sutan 
Sjahrir dan Bung Hatta.

Namun, impian itu akan kandas, kata Bursah 
Zarnubi, jika struktur negara tetap tersumbat. 
“Otonomi yang ada sekarang hanyalah otonomi 
semu. Ekornya masih dipegang pusat,” ujar Bu-
pati Lahat yang juga dikenal sebagai pemikir 
politik sejak era 1980-an ini. Ia mengutip Gun-
nar Myrdal yang menyebut kemiskinan desa di 
Asia sebagai akibat absennya spread effect dari 
wilayah kota.

“Enam puluh persen program pemerintah ada 
di tingkat kabupaten/kota, tapi mereka hanya 
dapat remah. Akibatnya, banyak kepala daerah 
terjebak godaan korupsi karena tekanan keuan-
gan yang terus-menerus,” katanya. Bursah juga 
menyebut UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang 
merusak semangat desentralisasi. “Harus dicab-
ut,” kata dia, tegas.

Pernyataan senada datang dari Ratri Istania, 
Ph.D., dosen STIA LAN Jakarta. Ia mengingat-

kan bahwa akar otonomi daerah bukan baru 
tumbuh 1998, melainkan jauh sebelumnya. 
“Zaman Belanda saja, pemerintah kolonial mem-
buat UU Desentralisasi karena mengurus Hindia 
dari Den Haag itu tidak masuk akal,” katanya. 
Tapi otonomi itu, menurutnya, kini dilucuti. Bah-
kan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD 
ingin kembali dihidupkan. “Itu sudah sejarah, 
jangan diulang.”

Ratri menambahkan, dari 2015 hingga 2019, 
jumlah dinasti politik meningkat hingga 300 pers-
en. “Dan lima persen dari dinasti itu menaikkan 
angka kemiskinan,” katanya. Otonomi bukan ha-
nya tentang siapa yang memilih, tetapi bagaima-
na kekuasaan digunakan.

Sementara itu, Dr. Arief Adillah dari Kementerian 
Hukum dan HAM mengungkapkan sisi kelam lain 
otonomi: rendahnya literasi dan lemahnya kapa-
sitas daerah. “Bahkan daerah yang dapat peng-

Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A. Wakil 
Menteri Dalam Negeri RI
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hargaan literasi nasional, kenyataannya parah,” 
kata Arief. Ia menyebut lima problem utama otda: 
kapasitas yang rendah, korupsi, kesenjangan 
pembangunan, koordinasi yang lemah, dan ket-
erbatasan SDA serta SDM. Ia menyarankan agar 
lulusan IPDN terlebih dulu di tempatkan sebagai 
sekretaris desa. “Kelola keuangan dari bawah, 
dari situ mereka belajar integritas,” katanya.

Namun, satu pernyataan Arief mengundang 
antusiasme peserta: “Daripada mereka minta 
merdeka, lebih baik minta daerah otonomi baru 
(DOB)!” Katanya, saat ini ada 341 usulan DOB: 
42 provinsi, 252 kabupaten/kota, dan beberapa 
daerah istimewa dan khusus.

Tentu saja, semua itu tak bisa dijawab hanya 
dengan retorika. Seperti kata Bima Arya menu-
tup tanggapannya: “Kita butuh aglomerasi se-
bagai pusat-pusat pertumbuhan. Tapi ada tanta-
ngan: ada 1.065 BUMD, sebagian besar sakit.”

Tito Sulistyo ketua Badan Supervisi OJK, juga 
menyentil fakta bahwa 70 persen kantor BUMN 
masih berpusat di Jakarta. “Logikanya di mana? 
Pertamina harusnya di Kaltim, bukan di Jakarta 
Pusat. Rajawali harusnya di daerah pusat perke-
bunan, bukan di bilangan Kuningan.”

Forum ini seperti menyuarakan konsensus diam: 
bahwa otonomi bukanlah pemberian, melaink-
an perlawanan terhadap sentralisme yang ter-
us membesar. Seperti ditulis Václav Havel, “The 
salvation of this human world lies nowhere else 
than in the human heart, in the human responsi-
bility. Keselamatan dunia manusia tidak terletak 
di mana pun selain di dalam hati manusia, dalam 
tanggung jawab manusia.”

Dan barangkali, penyelamatan republik ini pun, 
hanya bisa dimulai dari keberanian para pemi-
mpin daerah untuk bersuara.@

Bursah Zarnubi, S.E. Bupati Lahat Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D. Dr. Muhammad Arief Adillah., 
S.Sos., M.A.P.

Dr. Endang Yuniastuti, S.E., M.Si. H. Riza Falepi, S.T., M.T.
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Dalam waktu singkat, GREAT telah membuka ruang-ruang diskusi yang selama ini nyaris ditutup oleh bi-
rokrasi formal atau kegaduhan politik praktis. Kami menghadirkan diplomat, ekonom, sosiolog, sejarawan, 
pelaku industri, serta kaum muda untuk duduk dalam meja yang sama—meja tempat gagasan diuji dan arah 
bangsa dipertanyakan. Kami tidak menawarkan jawaban instan, melainkan pertanyaan-pertanyaan penting 
yang selama ini dihindari.
 
Dan kini, dengan peluncuran resmi GREAT Institute, kami menyatakan diri sebagai lembaga pemikir yang 
tidak ingin menjadi penggembira kekuasaan. Kami tidak akan sibuk menjahit legitimasi bagi keputusan yang 
keliru. Kami berdiri sebagai mitra kritis bagi pemerintah, rakyat, dan masa depan bangsa.
 
Kami percaya bahwa kerja intelektual bukan kemewahan, tapi kewajiban. Dan bahwa perubahan tidak pernah 
datang dari diam. Ia datang dari keberanian memilih posisi, dari kemauan membaca ulang kenyataan, dan 
dari keyakinan bahwa bangsa besar tidak dibangun oleh kebetulan sejarah, melainkan oleh kesungguhan 
berpikir dan keberanian bertindak.
 
Inilah awal dari perjalanan panjang kami. Perjalanan yang akan dipenuhi perdebatan, kesangsian, bahkan re-
sistensi. Tapi juga perjalanan yang akan menegaskan bahwa nalar, bila diperjuangkan dengan keberanian dan 
konsistensi, masih bisa menjadi fondasi paling kokoh dari Indonesia yang adil, berdaulat, dan tercerahkan.
 
Kami tidak datang untuk menyenangkan. Kami datang untuk menyadarkan. Dan kami percaya, Anda yang 
membaca ini, adalah bagian dari jalan panjang yang sama.
 
GREAT Institute
Jakarta, Mei 2025

DARI PIKIRAN
KE PERUBAHAN
Sembilan forum pemikiran yang digelar GREAT Institute sebelum peluncurannya 
bukan sekadar rangkaian acara. Ia adalah testimoni dari satu kenyataan penting: 
bahwa bangsa ini masih memiliki energi intelektual yang tak bisa diremehkan. 
Energi yang jenuh dengan kompromi, letih oleh kebijakan setengah hati, dan 
lapar akan keberanian untuk berpikir jernih demi kemajuan sejati.

PENUTUP
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